BABV
PENUTUP

Dalam Bab V ini, penulis akan menarik beberapa kesimpulan terkait dengan

analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan di bab-bab sebelumnya. Selain

itu pada bab ini, akan dibahas pula mengenai beberapa saran yang akan ditunjukan

kepada pembaca maupun instansi yang terkait dengan topik penulisan hukum

penulis.

V.1 KESIMPULAN

Pada penulisan hukum ini, penulis mengkaji mengenai tindak pidana

perdagangan anak yang dilakukan dengan modus adopsi ilegal. Kondisi yang

menyebabkan adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai perdagangan anak,

dan penggunaan konsep Concursus untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada

pelaku perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal, merupakan identifikasi

masalah utama yang dibahas pada penulisan hukum ini. Berdasarkan seluruh

analisa dan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, penulis

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Tindak Adopsi dapat dikatakan ilegal apabila adopsi tersebut tidak
dilakukan dengan didasarkan pada prosedur serta syarat-syarat yang
telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dari hasil analisis penulis,
setidak-tidaknya terdapat 4 kondisi yang dapat menyebabkan adopsi
disebut sebagai adopsi ilegal. Keempat kondisi tersebut antara lain :
adanya upaya untuk memutuskan hubungan darah antara anak dan
orang tua kandungnya; dalam proses adopsi terjadi pemalsuan
dokumen anak; adopsi dilakukan bukan untuk kepentingan terbaik
bagi anak; adopsi yang dilakukan oleh WNA terhadap anak WNI
bukan sebagai upaya terakhir. Dalam kondisi tertentu, pelaku
Adopsi ilegal memiliki kemungkinan untuk diancam pidana
berdasarkan UU TPPO. Hal tersebut dapat terjadi apabila tindakan
pelaku pada saat melakukan adopsi dilakukan dengan

mengesampingkan prosedur serta Syarat-syarat yang telah
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ditetapkan oleh Undang-Undang, dimana tindakan tersebut
kemudian memenuhi  seluruh unsur-unsur tindak pidana
perdagangan orang. Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah unsur
pelaku, unsur perbuatan/proses, unsur cara, dan yang paling penting
adalah unsur tujuan. Terhadap unsur tujuan dalam penjelasan pasal
2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang diberikan keterangan bahwa, kata
“untuk tujuan” sebelum frasa mengeksploitasi orang tersebut”
menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah delik
formil, yang mana suatu tindak pidana perdagangan orang dianggap
sudah ada/terwujud cukup dengan dipenuhinnya unsur-unsur
perbuatan sebagaimana dirumuskan, dan perbuatan tersebut tidak
harus sampai menimbulkan akibat. Eksploitasi itu baru merupakan
“tujuan”dari pelaku tetapi belum terlaksana. Dengan demikian,
untuk membuktikan adanya perdagangan orang berkedok adopsi
ilegal aspek kesengajaan dalam melakukan tindak pidana dari
pelaku menjadi hal yang penting untuk dapat dibuktikan.

Berdasarkan hasil analisa penulis terhadap identifikasi masalah
kedua, pada tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi
ilegal, pelaku tindak pidana tersebut hanya memiliki satu tujuan
yaitu tujuan untuk mengeksploitasi anak guna mendatangkan
keuntungan pribadi baginya. Sedangkan tindak pidana adopsi ilegal
yang pelaku lakukan hanya dianggap sebagai akibat lain yang harus
timbul terlebih dahulu agar tindak pidana perdagangan anak (yang
merupakan tujuan sebenarnya dari pelaku) dapat terwujud. Dalam
hal ini, tindak pidana adopsi ilegal hanya dijadikan sebagai modus
untuk menyamarkan tindak pidana perdagangan anak. Berdasarkan
penjelasan diatas, bentuk perbarengan pada tindak pidana
perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal adalah Concursus
Idealis (Perbarengan Peraturan). Beberapa perbuatan yang
ditunjukan kepada hanya satu tujuan, yang juga merupakan objek

dari norma-norma, diartikan sebagai satu perilaku strafrechtelijk
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relevante gedragingen yang harus dianggap sebagai strafrechtelijk
relevante doel atau tujuan yang mempunyai arti menurut hukum
pidana(adanya satu tujuan itu juga menunjukan adanya satu
perilaku). Dalam hal suatu peristiwa memiliki eenheid van het
strafrechtelijk relevante doel atau satu tujuan yang mempunyai arti
menurut hukum pidana, maka perbuatan itu dapat disebut sebagai
Concursus ldealis. Oleh karena perbuatan adopsi ilegal dan
perdagangan anak merupakan dua perbuatan yang dilakukan oleh
pelaku atas dasar tujuan yang sama yaitu mengeksploitasi anak guna
mendatangkan  keuntungan pribadi, maka tindak pidana
perdagangan anak dengan adopsi ilegal dapat disebut sebagai
Concursus idealis. Stelsel pemidanaan yang digunakan untuk
Concursus ldealis adalah Stelsel Absorpsi Murni. Oleh karena itu
terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan modus
adopsi ilegal, dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur

dalam Pasal 2 UU TPPO yaitu ancaman pidana 15 tahun penjara.

SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut adalah saran dari

penulis yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembaca

maupun instansi-instansi terkait. Saran tersebut adalah sebagai berikut :

Terkait dengan rumusan masalah pertama yaitu mengenai Kapan
adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai perdagangan anak,
penulis memiliki beberapa saran, antara lain :

o Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa
anak yang menjadi korban adopsi ilegal mayoritas berasal
dari orang tua yang kurang mampu ataupun dari ibu muda
yang hamil di luar ikatan pernikahan. Hal ini berdampak
pada minimnya pengetahuan orang tua tersebut terhadap
syarat atau tata cara adopsi yang benar. Oleh karena itu,
pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan berbagai

upaya guna mengatasi hal tersebut. Salah satu upaya
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pemerintah yang penulis sarankan adalah sosialisasi.
Diharapkan dengan dilakukannya upaya sosialisasi ini,
kedepannya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur
adopsi yang sesuai dengan Undang-Undang dapat
ditingkatkan. Tingginya kesadaran serta pengetahuan
masyarakat terkait prosedur adopsi yang benar diharapkan
dapat mengurangi potensi terjadinya kasus adopsi ilegal di
kemudian hari.

o Salah satu faktor yang melatarbelakangi maraknya kasus
perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal adalah masih
minimnya pengaturan mengenai pengawasan pasca adopsi di
Indonesia. Menurut penulis, hingga saat ini peraturan di
Indonesia terkait pengawasan pasca adopsi hanya berfokus
pada adopsi antarnegara (adopsi yang dilakukan oleh WNA
terhadap WNI). Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan
menteri sosial Nomor 3 Tahun 2018 telah secara tegas
mewajibkan WNA yang mengadopsi anak WNI untuk
memberikan laporan terkait kondisi biologis dan psikologis
anak secara berkala kepada kementrian luar negeri. Laporan
semacam ini kemudian disebut Post Adoption Report (PAR).
PAR merupakan konsep yang hanya diterapkan terhadap
adopsi antarnegara, sehingga terhadap adopsi domestik
konsep ini tidak dikenal. Padahal berdasarkan data dari
KPAI pada tahun 2021, terdapat enam kasus adopsi
domestik ilegal sedangkan pada periode yang sama hanya
terdapat dua kasus adopsi ilegal antarnegara.*’ Apabila kita
tinjau kembali, presentase jumlah kasus adopsi ilegal
domestik masih lebih tinggi dibanding jumlah kasus adopsi
ilegal antarnegara. Oleh karena itu, penulis menyarankan

pemerintah untuk memberlakukan PAR tidak hanya

47 Kompas.id, Masyarakat Harus Melaporkan Jika Tahu Ada Adopsi |llegal,
https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/14/tanggapan-kpai-tentang-perdagangan-bayi
diakses pada tanggal 8 Juni 2023.
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terhadap adopsi antarnegara saja, tetapi juga diberlakukan
terhadap  adopsi  domestik.  Diharapkan  dengan
diberlakukannya PAR terhadap adopsi domestik, kasus-
kasus perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal yang
saat ini sedang marak terjadi di Indonesia dapat berkurang.

o Bagi aparat penegak hukum, untuk kedepannya harus bisa
membedakan konsep adopsi ilegal dengan konsep
perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal. Hal ini
dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan
dalam penjatuhan putusan bagi pelaku tindak pidana
perdagangan anak. Selain itu, perlu dilakukan peninjauan
kembali terkait aturan mengenai adopsi ilegal khususnya
terkait Pasal 79 UU Perlindungan Anak. Jangan sampai
ketentuan Pasal 79 UU Perlindungan Anak kedepannya, oleh
oknum tertentu dijadikan sebagai tameng untuk menghindari
mereka dari ancaman pidana yang lebih berat. Mengingat
ancaman pidana pada Pasal 79 UU perlindungan anak jauh
lebih ringan apabila dibandingkan dengan ancaman pidana
pada Pasal 2 UU TPPO.

- Terkait dengan rumusan masalah kedua yaitu mengenai jenis
perbarengan antara adopsi ilegal dengan perdagangan anak, penulis
memiliki beberapa saran, antara lain :

o Terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan
modus adopsi ilegal, hendaknya dapat diberikan sanksi yang
setimpal dan semaksimal mungkin. Mengingat banyaknya
dampak negatif bagi anak yang dapat timbul akibat tindak
pidana semacam itu. Menurut penulis, Ancaman pidana yang
seharusnya diberikan kepada pelaku adalah ancaman pidana

sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU TPPO.
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